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WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/209//111/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN EKONOMI KREATIF KOTA BINJAI

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BINJAI,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
disebutkan bahwa Ekonomi Kreatif adalah perwujudan
nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber
dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya,
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif disebutkan Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan
Ekonomi Kreatif;

. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b berjalan lancar, perlu dibentuk Tim
Pelaksana Kegiatan Ekonomi Kreatif Kota Binjai;

.bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana
Kegiatan Ekonomi Kreatif Kota Binjai;

. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang.......
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi

Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5953);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan
Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun
2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);

15. Peraturan .......
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Binjai Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun
2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai
Nomor 49);

17. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai
Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan * KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN EKONOMI KREATIF KOTA BINJAL.

KESATU Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ekonomi Kreatif Kota

Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:

a. melakukan pembahasan bersama dengan Perangkat
Daerah dan pihak terkait untuk melakukan
pengembangan ekonomi kreatif di Kota Binjai;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tentang
pengembangan ekonomi kreatif kepada Perangkat
Daerah, Pihak terkait dan pelaku ekonomi kreatif yang
ada di Kota Binjai; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali
Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan tugas terhitung sejak Februari 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan
5.01.03.2.02.0004 (Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian);

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

S = Ditetapkan di Binjai
§n§1v:nan' {j.(.‘sudl dengan aslinya pada tanggal 28 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/209/111/2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
EKONOMI KREATIF KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
EKONOMI KREATIF KOTA BINJAI

No. Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Tim
1. | Sekretaris Daerah Kota Binjai Pengarah

2. | Kepala Bappeda Kota Binjai Penanggung Jawab
3. | Kabid Perekonomian, Sosial dan Budaya pada Ketua

Bappeda Kota Binjai
4. | Perencana Muda pada Bappeda Kota Binjai Wakil Ketua

5. | Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Sekretaris
Bappeda Kota Binjai

6. | Perencana Muda pada Bappeda Kota Binjai 2 Anggota
(Dua) orang

7. | Kepala BPS Kota Binjai Anggota

8. | PNS pada Bappeda Kota Binjai 2 (Dua) orang Anggota

WALI KOTA BINJAI,
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AMIR HAMZAH
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